BUPATI ENDE
M

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2018 maka diperlukan Penetapan
Standar Biaya demi terwujudnya efisiensi,
efektifitas dan keseragaman dalam penetapan
anggaran belanja daerah Kabupaten Ende Tahun

Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2018, maka perlu
menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten
Ende Tahun 2018, sebagai pedoman pengelolaan
keuangan di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende Tahun

Anggaran 2018.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah — daerah Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655); -‘
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20005 tentang,
Keuangan Nepara (Lembaran  Negiré pepublik
Indonesia Tahun 2003 Homor 47,
Lembaran Negara Republik Indonesis
4286);

3. Undang-Undang Nomor 25

Perimbangan Keuangan Antara
(Lembaran

[ arnbzhizn

Hormor

Tahun 2004 tentang,
i'r:mf:rjm:;h Jusat

dan Pemerintahan Dacrah Negaré
ahun 2004

ara Republi

Homor 129,

Republik Indonesia T
L Indonesiz

Tambahan Lembaran NeEg
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang,
Pembentukan  Peraturarl P/:rundan;;-und
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2011

82, Tambahan Lembaran Negar

angsn

Nomor 4 Pepublik
Indonesia Nomor 5234),
5. Undang-Undang Nomor 23

Pemerintahan Daerah (Lembar
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambzhan
donesia Nomor 5557)

Tahun 2014 tentang,
an Negara pepublik

Lembaran Negara Republik In
beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
dua Atas Undang-Undang

sebagaimana telah diubah

tentang Perubahan Ke
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintzhan

Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Indonesiz

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor -'




[~ "
59 Ta ‘
hun 2010 tentang Pedoman  Pelaksanaan

N ::“:Jﬂt:jlrf:;n r:/::lf:nnl?/.J;ns;n Pemerintah;

ratur: enteri Dalam Nepgeri Nomor 7 Tahun
2000 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja Pemerintah Dacrah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangar
Dacrah; schagaimana telah diubah beberapd kali
\erakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelola Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang pembentukan produk Hukum
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang pPedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Ende ini, yang dimaksud dengan :
|. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. -‘



12Va adzlah begorean . : oozl o
4 c=c.li D Tan Lj ava vang Cr.l'f':—":" s=0zz= acuail
- 1
p‘ Anlmgﬁ_n rPa‘_ Iinom =cme. - Tme mre—1TT
Viallal = :.3/‘-? —~— ::__, ——— :-,:‘—54 =T
mMaupun vane
E vang bersifz: | ‘h
yang oersifat khusys.
Standar Bizva Uimim oot . . e ot
Biaya Umum adalah satuan biaya berupa barga saruas,

tar indelk .
f. dan indeks Vang digungkzan unmik menyusin UiEre Z0TE

masukan kﬁﬂi&’l&_ﬁ vang ditetapkan seoagal DIZFa masukan,
-~ 3 J - - ._l‘ - "_‘:5:— ——
6~ S ar Bizv =2 17T 3 - - - ; t
tandar Biaya Khusus zdalah besaran bizya yang dibutunzan unt
mengnasilkan sebuah keluaran kegiatan, yang £
1 s i i SR, T
akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, ¥ang CRe=er===

sebagai biaya keluaran.

~1
5
[\M]
92]
[A8]
—
:
B
3
:v
3
-
=
L,_T
k?‘.
)
5
uQ
N
&
ua
[‘L
@
=]
b
B
8]
i
)
V.
N
&

9. Indeks Biaya Masukan adalah sztuan bizya vang
gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk
biava komponen masukan kegiatan.

— s lrm
vang merupad=es

10.Indeks Biava Keluaran adalah satuan biava

“

"2ng mempentul=

gabungan biava komponen masukan kegiatan

biaya keluaran kegiatan.
11.Total Biava Keluaran adalah beszran Ddizyz

dari satu keluaran
tertentu yang merupakan akumulasi biava komponen

kegiatan.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende dilakukan
dengan maksud sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam
rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Anggaran

~

B

Pendapatan dan Belanja Daergh Kabupaten Ende dengan tuju

B

terciptanya standar pengelolaan keuangan yang efisien, efekui d

akuntabel.

Pasal 3
Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:
a. Standar Biaya Umum dan
b. Standar Biava Khusus -‘

Dipindai dengan CamScanner




BAB 11
STANDAR BIAYA UMUM
Pasal 4

(1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintah Kabupaten Ende untuk menyusun biaya komponer

masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran perangkat

Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende berbasis kinerja.
(2) Standar Biaya Umum berfungsi sebagai penentuan Batas tertinge
dan Estimasi biaya.

(3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimak
n merupakan bagian yang tidak

sud pada ayatl (1) dan ayat

(2) tercantum dalam Lampiran I da

terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
STANDAR BIAYA KHUSUS
Pasal 5

(1) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan

Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Organisasi Daerah berbasis kinerja.

(2) Penetapan Standar Biaya Khusus berfungsi
referensi penyusunan perkiraan maju dan/atau bahan
perhitungan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

(3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang

sebagai bahan

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6
Dalam hal satuan biaya yang timbul akibat pelaksanaan program dan
kegiatan dan tidak termuat dalam Lampiran I dan Lampiran Il Peraturan
Bupati Ende ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya
lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran. -?
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BAB vV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan
Agar setiap y i |
PR t P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan B i ini
upall ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 52 OfcFe larn017

UPATI ENDE
OB /L/

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende , )
pada tanggal =2 f‘f'f‘/’ ~2017

4
l/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, 4

AGUSTINUS GADJA NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 2-/:’:
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